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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
 KABUPATEN BATANG 

NOMOR 900 / 2088   / 2023 

  
    TENTANG 

 
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI  

PESERTA DIDIK PENDIDIKAN MENENGAH DAN MAHASISWA YANG 

BERPRESTASI DARI KELUARGA MISKIN  KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2023 

 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BATANG, 

 
Menimbang : a. bahwa  dalam rangka peningkatan dan penyediaan 

aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan bagi 

seluruh penduduk di Kabupaten Batang serta 
mengurangi angka putus sekolah, pada tahun anggaran 

2023 Pemerintah Kabupaten Batang mengalokasikan 
Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik 
Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi 

dari Keluarga Miskin; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati 

Batang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik 
Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi 

dari Keluarga Miskin telah dilaksanakan serangkaian 
kegiatan seleksi sehingga didapatkan penerima bantuan 
yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Batang tentang Penerima 

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik 
Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi 
dari Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2023; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang   

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat  II  Pekalongan  

dan  Kabupaten  Daerah   Tingkat II Batang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3381); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 
2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 
2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1); 
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, 

Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten 

Batang Tahun 2015 Nomor 62) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, 

Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten 

Batang Tahun 2019 Nomor 1); 
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya 
Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah 
dan Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga Miskin 

(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 
43); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG TENTANG 
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA 

DIDIK PENDIDIKAN MENENGAH DAN MAHASISWA YANG 
BERPRESTASI DARI KELUARGA MISKIN  KABUPATEN 

BATANG TAHUN ANGGARAN 2023. 
 
KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi 

Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang 
Berprestasi dari Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2023, 

dengan daftar penerima dan alokasi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari keputusan ini. 
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KEDUA : Alokasi bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut: 

a. Alokasi bantuan biaya pendidikam untuk peserta didik 

pendidikan menengah berprestasi dari keluarga miskin 

sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per siswa per 

tahun; 

b. Alokasi bantuan biaya pendidikam untuk mahasiswa 

berprestasi dari keluarga miskin terdiri atas : 

1. Calon Mahasiswa 

a) Kategori Lolos Diterima Langsung / Skors 200 

(dua ratus) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) per mahasiswa per tahun; 

b) Kategori Skors 100 (seratus) sebesar Rp. 

3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per 

mahasiswa per tahun; 

c) Kategori Skors 90 (sembilan puluh) sebesar Rp. 

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 

mahasiswa per tahun; 

d) Kategori Skors 80 (delapan puluh) sebesar Rp. 

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 

per mahasiswa per tahun; 

e) Kategori Skors 55 (lima puluh lima) sampai 

dengan 70 (tujuh puluh) sebesar Rp. 1.000.000,00 

(satu juta  rupiah) per mahasiswa per tahun; 

 

2. Mahasiswa 

a) Kategori Lolos Diterima Langsung / Skors 200 

(dua ratus) sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta 

rupiah) per mahasiswa per tahun; 

b) Kategori Skors 100 (seratus) sebesar Rp. 

5.000.000,00 (lima juta rupiah) per mahasiswa per 

tahun; 

c) Kategori Skors 90 (sembilan puluh) sebesar Rp. 

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per mahasiswa per 

tahun; 

d) Kategori Skors 80 (delapan puluh) sebesar Rp. 

2.000.000,00 (dua juta rupiah) per mahasiswa per 

tahun; 

e) Kategori Skors 60 (enam puluh) sampai dengan 70 

(tujuh puluh) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta 

lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa per tahun; 

 

KETIGA : Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada Diktum KESATU, berkewajiban untuk: 
a. belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk 

keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan; 

b. mempertahankan prestasi yang dimiliki sehingga dapat 
dikembangkan pada jenjang yang lebih tinggi; 

c. menggunakan dan memanfaatkan dana yang diterima 
sebagaimana peruntukannya; 






























